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TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Me nimbang

Mengingat:1

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor n fanui ZO\i
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinasdan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu mem-bentuk
P€raturan Bupati tentang pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Ferparkiran pada
Dinas Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun lg59 tentang pembentukan
Daerah--Daerah Tingkat II di Sulawesi {L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamba-han
[,embaran Negara Republik tndonesia Nomor 1822);
Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2O11 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l-embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

2

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik I
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unda;ng-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan I,embaran Negara Republik lndonesia Nomor
567s); fg-

5. Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
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jil,?lq. Pjg"I* pembenrukan 
dan klasifikasi Cabans Dinasqa_n Unit pelaksara Teknis Daeran;

f:lir.l1l o*:*.Kabupaten Tana roraja Nomor l0 Tahunzulo tentang pembenfukan dar
llembaran 6r.rJ 

-'d;;#;r liusunan Perangkat Daerah
r\,,mor IOI; - 'lana Toraja Ta-hun 2016

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TAI
pe us a ruiu xer ;;A;'^,.o ii 

* 
t^ * }XH,^ * 

"*li*11J,?'ELAKSANA 
texurs tepvrrunr- oar.r penpoHx]il, ;;^I]INAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KBTENTUAIT I'IIUII,!

Pasd 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalsud dengan1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqia.

Menetapkan

BAB II
PE,MBENTUI(AN DAI'I KEDUDT'I(AN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Upl Terminal dan perparkiran
pada Dinas Perhubungan, Kelas A. aL

(2) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala UpT yang
berada dibawah dal bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

' ;:fi:ffff".Daerahrdalah Bupati 
. 
sebagai unsur penverenssara

pemerintahar yu.,g .r,..,;udivff*s.".f'ut#':TJh opelaksaraaan 
urusan

3. Bupati adalai Bupati Tana Toraja.
4. Sckretaris Daerah adalah Sekreta-ris Daerah Kabupaten Tana Toraja.5. Peratu.an Bupati adalah peraturan Bupati ?ana Torqia.
6. Dinas adalah Dinas perhubungan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubulgan Kabupaten Tana Toraia.' H#-:ffiii"l.f"3.J#,'",::,yy,fi.ffi:ffiJe,r"r.,-i.,.r a* /

opeiasional aa,, /atarl* kesiatan teknis penunjang lXH BH*Perhubungan.

9. Kepala UpT adalah Keoala UpI Terminal dan perparkirar parla Dinasperhubungan.

1O. T\rgas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaral dari tugas.
12. Uraiart tugas. adalah paparar atau bentangan atas semua tugas jabatanyang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.



BAB III
SUSUTTAII ORGAITISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UFI Terminal dan perparkiran terdiri dari :

a. Kepala Utrt ;

b. Subbagian Tata Usaha ; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

::j:fl:I f3" ,1-?,:.,, peratu.an Bupati ini y.rrg -.'.rpar"., u"ganUoak terprsa,hkan dari peraturan Bupati ini.

BAB TV

TUGAS, FUITGSI, DAIT URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Tugas, FutrgEi, dan Uraian Tugas Kepala UpT
pasal 4

l1) Kepala UF.f Tcrminal dan pr.rparkiran mempunyai tugas membanru K"o^t^ /

irF:r:i::!:r[:]ffi 
.il?i:!"..ilT,"f 

i:*ilil;li.*"::i^;ri:v
Perhubungan Kabupaten Tana Tora-ia.

(2) Kepala UPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat( 1), mempunyai fungsi :

a. pelaksanaal kebijakan teknis pengelolaan terminal dan perparkiran;
b. pelaksalaaa evaluasi dal pelaporal pengelolaan terminal danperparkiran;

c. pelaksanaan administrasi UpT; dan
d. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugasdan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebaBaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :

a. menrusun rencala kegiatal UpI sebagai pedomal dalam pelaksanaantugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaal tugas dalamlingkungan upt untuk mengetahuf perke-ui"g"" [iJ"..l??,rg"";
rlen]rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dai /ataumenandatalgani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengal bidarg tugasnya;

c

d

e

t merumuskan dan melaksanakan kebijakan program,
umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Upi;
mengoordinasikan dan meiaksanakan kebijakan teknis
terminal dan perparkirar lingkup Kabupaten Tana Toraja;

keuangan,
/tut?

pengelolaan

h. mengoordinasikal dan melaksanakal pembinaan teknis pengelolaan
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terminal dan perparkiran;
mengoordinasikan pelaksanaar
termlnat dan perparkiran; x administrasi kegiatan pengelolaan

mengoordinasikan dan merumuslan kebijakaa terkait pelaksanaanaomrnrstrasi dan proses kperparki ran; ^egratan pengelolaan terminal dan

mengoordinasikan pelaksanar
administrasi d"n ;,o"J""G;i,ii;.-,XTElIi.s,'p;!flI.r.,se.."-
mergoordinasikan pelalsanaan
rerkart dan masyarakat: kegiatan keiasama dengarl instansi

m. mengoordinasikan dan mela.,"r"""i rc 11 Ji,, ffi ,$:tff H*ffi,fff;"fr :flHil,"" o""
n. melaksanakan koordinasi d!..,,_-l.:,8;";:$:Jff ;ff j:,H,H_l"".ff 

"lT:ffi i:?:lXH
o. menilai kinerja pegawai APeraturan p";;d;;:;#r#ff;ttur sipil Negara sesuai ketentuan

mcnyusun laporan hasil Dememberikan J..-' *"Lu:ilak-saraan . tugas Kepala upr dan
pemmusank"bij"k;;';;;"^"-'gan kepada atasan sebagai baran
melal< sanal<an tugas kedinasan
oengan bidang tugasnya. lain yang diperintal&a.n atasan sesuai

k

I

p

q

Bagiar Nedua

T\rgas daa Uraiau Tugas Kepala subbagian Tata Usaha
Pasat S(l) Subbagian Tata Usaha dioir

mempunyai rugas me.n66r.rlli1 
ole,h 

{93-ala Subbagian Tata Usaha yang /
ff:ffi:a:T J. ;;;["-",:,*Hi.l?Iil r.H::i,#,Jil.p

(2) Uraian tugas sebagaiman. o,'tt 
o"n kcuangan dalam l;nglap6gun gpp

a. menlrusun ..n.u.,a n"nr.'-uusud 
pada ayat (1,' meiiputi:

a"r.i" p.i^t"."ili ,l;?]j- subbasian Tata usaha sebasai pedoman

b. mendistribusikan dan me

" iffitillxt fi?i_"ffi,#;ffiffi:iil#il*11*" o,",,
p.r""r.*i.r, ,i"gl"i''" 'tt" usaha untuk mengetahui perk-embangan

d 191fr1"" rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;
e. mengrkuti rapat sesuai bidang fugasnya;
f. melakukan koordinasi pelaksaraan kegiatan dalan lingkungan UpIsehrngga terwr_rjud koordinasi, sinkronisasi a., i.,t.g.."i-pltalsanaankegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan pennrsunan Or"rr*UPT;

h. mengoordinasika! dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan



informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
1. mengoordinasikaa dan

hukum;
melakukal pelayanan kepegawaian dan

k. mengoordinasikan dan melakukai pelayanan administrasi kcuangan;
l. mengoordinasikal dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi petayanan organisasi

dan tatalaksana;

n- mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaal urusankerumahtanggaarr;

o. mengoordinasikan dan melal<ukal kegiatan kehumasan;
p. melakukan koordinasi darl konsultasi dengan lembaga pemerintah dannon pemerintah dalam rangka mendukung petaks"anaan tugas danfungsi;

q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturanperundang-undartgal;

r. mer!rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian TataUsaha dan memberikan saran pertimban"gm k";;d" -;;;"n 
sebagaibahan perumusan kebijakan; darr

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkal atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

(1) Jabatar Fungsional upr rerminar dan perparkiran berada di bawah danbertanggunglawab kepada Kepala UpI.

BAB V

JABATAN FI'T{GSIONAL

Pasal 6

(2) Jabatan Fungsional Upl Terminal dan Perparkiran dalam melaksanakantugas membantu Kepala UpI melaksana l(an kegiatan teknis sesuai dkeahlian, keterampilan dan spesia.lisasinya masing-masing

BAB VI

XEPFEAWAIAIT DAIT JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegaqraian

Pasal 7

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dafl pegawai Upt Terminal dan,4L
Perparkiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratwran'l)-
perundang-undangan.



{2) I:iq1!I"r." p€iabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (r)rrarus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidalg Urusan
Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

JabataE

Pasal 8
(1) Jabatan Kepala UPI adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau labatanPengawas.

(2) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselonIV.b atau jabatan pengawas.

(3) Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkanberdasarkal ketentuan peraturan pela.rdalrg_u.rdangai_r.
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BAB VII

TATA XERJA

Pasal 9

BAB VIII

PEIIIBIAYAAN

pengendalian internai di

dan mengkoordina
petunjuk bagi pe

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas_ menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, darl sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala Upt, dalam melalsanakan sistem

lingkungan masing-masing.
(3) Kepala Upt', bertarggungjawab memimpin

bawahan dal memberikan pengarahan serta
tugas bawahan.

Kepala UPT, dalam melaksanal<an tugas melakukan pembinaan danpengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnva

(4)

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan unit perat<sana Teknis Terminal dan
P_erparkiran pada Dinas perhubungan dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan- Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja aan sumUer jiin yans sah dantidak mengikat sesuai dengan ketentuan peiaturan perund *rg_";i;;;. ry

Pasal lO
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Pa8at 11

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
i;:?l ''t dengan penempatannya dalam B..i; 6;;?;-ilLupaten rana

BAB D(

KE"TENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Mal<ale

4
tanggal 28 Desemb€r 2OU

TANA TORA"IA, (b

GXANAE

Diundangkan di Mal{ale
pada tanggal 28 nesember 20I?

DAERAH I(ABUPATEI{ TANA TORAJA,

BURAAT

BERITA D ERAH KABUPATEN TANA'I.ORAJA TAHUN 2017 NOMOR l6
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IMPJRAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.IANOMOR : 34 T.{HUli 2oU
TANGGAL : 28 ]E9EI,{BER 2ou
TENTANG : PEMBENTUKAN oRGANIsAsI DAN TATA KERJAPELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PER;ARI;RAN

DINAS PERHUBUNGAN

UNIT
PADA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI^U^NIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DANPERPARKIRAN PADA DINAS PEnHG;;d;il ",.,.

TATTA TORAJA O)K
P

KEPALA UPT

SUBBAGIAN TATA
USAHA

JABATAN
FUNGSIONAL


